BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 3 avat (3) dan
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 lenitang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 {Covid-1 9) dan/fatau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistern Keuangan
Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tshun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia  Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahmun 1950
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
divthah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penectapan Peraluran Pemerintah Pengganli
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
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Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Cowid-
19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan Jatan
Btabilitas Bistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Léembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintgh Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atan
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indenesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana
telah diubah beberapa kali térakhir dengan Undang-
Undang MNomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintsh
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Llembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walkil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tashun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
alas Peraluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor &5 Tahun 2010 teniang Perubshan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 lentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar S5155);

Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran WNegara Republik Indomesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Neomor 2 Tahun 2012 fentang
Hibah Daerah (Lembarard Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang.
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor
2333} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tenlang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
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Tenlang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Notor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah [Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BO5T);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor B173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Eyvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tashun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Notnenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1781});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Perubahsan atas

PERDIA KAB HEL FAMUN 2002 W22
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Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 202
Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daersh
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2022 Nomor 7];

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Ui

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Dacrah vang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu
Sungail Utara.

Peraturan Daergh adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Ulara.
Anggaran Pendapatan dan Belanjia Daerah ya ng selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

10.

Perda,
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.,

Pengeluaran Daerah adalah uang vang kehiar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakul sebagai
penambah  nilai  kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu  dibayar kembali
dan/atan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

PERDA AR HEL TAHLIN 20033 hids 42
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11.8isa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya discbut SiLPA adalah
sclisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

BAB I
APBD

Pasal 2

(1] Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Angparan 2023

(2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daeral, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 4

Angparan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
direncanakan sebesar Rp 1.059.165.801.435,00, (saly triliun lima puluh
sembilan miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus salu ribu empart
ratus tiga puluh lima rupiah) bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah; dan

b. pendapatan transfer.

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huraf a,
direncanakan sebesar Rp 140.874.643.170.00, (seratus empat puluh
miliar delapan ratus tujuh puluh empar juta enam ratus empat puluh tiga
ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang terdin atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah:

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

[2) Pendapaltan Transfér sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
direncanakan sebesar Rp 918.291.158.265,00 (sembilan ratus delapan
belas miliar dua ratus sembilan pulub satu juts seratus lima puluh
delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bersumber dari:

a. Pendapatan transfler pemerintah pusar
b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal &

Anggaran Belanja Daerah secbagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
direncanakan sebesar Rp 1.115.314.847.083,00 (satu triliun seratus lima
belas miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu
delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

BERDA KAD HSEL TAHUN 2022 NOL12
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(1)

(2)

(3)

(4)

belanja operasional;
belanja modal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer,

Pasal 7

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a
direncanakan sebesar Rp 769.910.230.254,00, (tujuh ratus enam puluh
sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu
dua ratus lima puluh empat rupiah) yvang terdiri atas:

d. belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

Mo f o

Belanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Hiruf b
direncanakan sebesar Rp 94.497.554,829.00, (sembilan puluh empat
miliar empal ratus sembilan puluh twjuh juta lima ratus lima puluh
empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang rerdiri atas:

4. belanja modal tanah.

b. belanja modal peralatan dan mesin.

¢. belanja modal gedung dan bangunan.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f.  belanja modal aset lainnva,

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul ¢
direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miligr rupiah).

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan schesar Rp 230.907.062.000,00, (dua ratus tiga puluh
miliar sembilan ratus tujuh juta enam puluh dua riba rupiah) yang terdiri
atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Pasal &

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. terdiri
atas:

a.
b.

(1)

penerimasan pembigyaan; dan
pengeluaran pembiayvaan.
Pagal 9

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
direncanakari sebesar Rp 158.898.990.122,00 (seratus lima puluh
delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus

PENRGA KA H5L TARUN 20077 NGA12
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sfzmbﬂa;] pul‘u}_l ribu seratus dua puluh dua rupiah) vang dipercleh dari
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
hm?uf b direncanakan sebesar Rp 102.749.944.474,00, (seratus dua
miliar ftujuh ratus empat pulih sembilan juta sembilan ratus empat
puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri
alas :

a. penyertaan modal daerah;

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 10

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 56.149.045.648,00
(lima puluh enam miliar seratus empat puluh sembilan juta empat puluh
lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayvaan direncanakan sebesar
Rp 56.149.045.648,00 (lima puluh enam miliar seratus empat puluh
sermnbilan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan
rupiah).

Pasal 11

Dalam keadaan darurat lermasuk keperluan mendesak, dengan
Peraturan Bupatli Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau perigeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, vang selanjutnya dimasukkan
dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2023,

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

4. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan fatau kejadian
tuar biasa;
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

€. kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat Vang
anggarannyva belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah
dan tidak dapar diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/arau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian  yang lebih  besar bagi pemerintah daerah dan/alau
masyarakal,

PERDA KA HSU TAHLN J022 N0, 17
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Pasal 12

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdirl dari:

1. Lampiran |
2. Lampiran [I

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Lampiran V

al

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VI
G, Lampiran IX

10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12, Lampiran XII

| 3. Lampiran XIll

14. Lampiran X1V
15. Lampiran XV
16. Lampiran XV]

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompolk,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beseria Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhban SPM;

Qinkromnisasi Program pada RPIJMD dengan Rancangan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD,

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertasn Modal Dacrah dan Investasi Daerah
Lamnnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Asel Lain- Lain;

Deafiar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Daftar Dana Cadangan, dan

Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN APBD

Pasal 13

Keterituan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
diatur dengan Peraturan Bupal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERDA KAB.HAL TAHLIN 2022 WO 17
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan periempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

J2 Pj.BUPATI HULU SUN ARANC

"ﬂ\ R. FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 12.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH E.ABUFATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINS] KALIMANTAN SELATAN (10-142/2022).
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Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 33.
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